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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allsh SWT atas segala rahmat dan hidayah
vang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Prosiding Workshop Pancasila,
Karstitusi dan Ketatanegaraan dengan Tema “Penataan Kewenangan MPR dan
Panegasan Sistem Presidensiil” dapat terwujud. Prosiding ini memuat sejumlan artikel
vang dikumpulkan dan ditats oleh tim penyunting guna mengelsborasi 2 (dua) lsu
hukum yang terkait dengan penguatan kewenangan MPR dan Penegasan Sistem
Presidenslil

Kami mengucapkan terimakasih atss kerjasama yang balk antara Pusat
Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas
landaral Soedirman Purwokerto dengan Badan Pengkajian/Sekretariat Jenderal MPR
RI. Semogs prosiding Inl dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua dan untuk
kepentingan pengembangan sistem katatanegaraan di Indonesta. Di samping itu,
diharapkan juga dapat menjadi referens| bagl upaya pembangunan hukum di
Indonesia,

Akhirul kata, tiada gading yang tak retak, Mahon maaf jika ada hal-hal yang
kurang berkenan, Saran dan kritlk yang membangun tetap kaml tunggu dem

kesempurnaan prosiding Inl.

Purwakerto, 31 Januari 2017

Ketua,

Prod, Or, Muhammad Fauzan, SH,, B.Hum.
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URGENSI KEBUAKAN PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN
DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

fMuhammad Fauzan
Fakultas Hukum Universitas lenderal Seedirman Purwokerto
Email ; favzanhtn@vahoo.co.id

Abstrak

Era reformasi yang telah berlangsung selama 19 tahun telah banyak membarikan pengalaman
yvang berharga bagi penvelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistemn banyak partai
yang dianut telah, Pertoma, kebutuhan dana dan plkiran bangsa Indonesia terkuras, khususnya
pada saat pemilihan umum dilaksanakan, baik pemiiihan legislatif maupun pemilihan presiden
dan wakil presiden; edua, Tidak pernah terjadi dominasi partal politix di lembaga legislatif;
dan Ketiga, timbulsya disharmonisasi hubungan antara Presiden atau pemerintah dengan
Dewan Perwakilan Rakyal sebagal akibat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikuasi oleh partai
palitik yeng memiliki aspirasi berbeda dengan partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden.
hemperhatikan hal tersebut, maka sistem pemerintaban prsidensill yang diamanatkan oleh
Undang Undang Dasar Tahun 1945 harus diikuti dengan kebijakan penyederhanaan sistem
kepartaian.

Kata Kuncl ! Sistem, Kepartaian, Presidensiil
Akstract

The reform era thot hos losted for 19 years has provided valuable experence for the entire
stofe odministrotion of the Repubiic of Indonesio, Adopted o multl-party systemr has, First
fundling needs and thoughts of indonesio drained, especially when elections gre heid, both the
fegisiotive siections and the election of president and wice president; Secand, politicol porties
never dominonce the legisioturs; and Third, the emergence of dishormony relotiohship
ketween the president or the government with the House of Representotives a5 o result of

members of the House of Representatives dominated by political porties who have different
gEgirations with the-beorer party of President and Vice Pregident. Bosed on thot candition, the

system of presidentinl government mandgted by 1945 Constitution should be followed by the
palicy to simplify the party system,

Keywords ; Systems, Political Parties, Presidential

PENDAHULUAN

Satu dasawarsa lebih orde reformasi berjalan, sebual ordefera yang diperjuangkan
oleh gerakan mahazizwa, yang pada awalnya memberikan gambaran optimitme perbaikan
terhadap semua tatanan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai
sebuah ordefera yang merupakan koreksl total atas praktek penyeiengarazn pemerintahan
orde bary o bawsh kepemimpinan Presiden Soeharto yang diperiepiikan  iebagal
pemerintahan yang otariter yang didukung oleh budaya korup di semua lini penyelenggaraan




Frosifing Workahop Pancasia, Komtituy dan Ketatanegaraan

“Fenatzan Kesenangan MPR dan Penegasan Sistemn Presidensiil™
Purwokerfo, 16-17 Desambar 2016

kexuasaan negara, bukian hamya terjadi dafam dimensi kekuasaan eksekutif saja, melainkan
sudah “merambah” pada kekuaszan yudikatif, termasuk Juga pada kekuasaan legislatif

Sebaghimana diketahul, bahwa tuntutan reformasi yang berpuncsk pads pernyataan
oerhenti Presiden Soshario pada harl Kamis Legi tanggal 21 Mei 1998 membawa tema basar
perubahan yang meliputi penegakan supremas| hukum, pemberantasan korupst, kolusi dan
nepatisme (KKN), mengadill Soeharto dan kraninya, amandemen Undang Undang Dasar (ULUD)
1945, pencabutan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia {ABRI), dan pemberian
otonomi daerah seluas-luasnya.

sebagaimana diketahul bahwa smandemen UUD 1945 sebagal salah satu tuntutan
reformas| sudah dilaksanakan selama 4 (empat] kali, di mana sebelum dilskukan
perubahan/amandemen panitia Ad Hoc | membuat kesepakatan yang meliputi Pertama, tidak
mengubah Pembukaan Undang-Uindang Dazar Megara Republik Indonesia Tahun 1945; Kedua,
tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik |ndanesia: Kelign, mempertegas sistem
pemerintahan presidensial; dan Keempat, Penjelasan Undang-Undang Dasar Megira Republik
Indanesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal narmatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
(batang tubuh). Dan Kelima, Malakukan perubahan dengan cara adendum,

Keempat kesepakatan tersebut sampal sekarang tetap menjadi acuan dalam rangka
penataan ketztanegaraan Indonesia pads masza yang akan datang, hal tersebut ssbagaimana
dapat disimpulkan darl amanat Keputusan MPR Momar 4 Tahun 2014, yang antara lain
merekomendasikan untuk melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indanesia melalui
perubzhan Undang-Undang Dasar Negarz Republik Indanesia Tahun 1545 dengan tatap
berdasarkan pada nilai-nilal Pancasila sebagal sumber sagala sumber hukum negara dan
Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1345, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Repubiik Indonesia,
mempertegas sistem pemerintahan presidensiil serta melakukan perubahan dengan cara
adendum.

Ferubahan ULD 1845 yang dimaksudian untuk menegaskan sistem pemerintahan
presidenslil dalam implementasinya sulit diragukan bahwa reformasi konstitusl tengsh
menyerst kuasd presiden ke dalam paradok sistem multi partal, Masa transisi partal massa ke
model partal media, agaknya semakin kokoh zaja, presidenslalisme tergerus di dalammva,
karena presiden dan para legisistor dipiiih dalam konteks yang terpisah,*

Yudeil Ihea Mihendra, 1998, Dingmike Tato Negoro indonesio | Kompasisi Aktugl Masaioh Konstitus)
Leswen Perwakiian oo Sistem Keparfoian, lakastaSema Insani Press, hifm. 24
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PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahin bBerupa
bagaimanakah urgensitas penegasan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945
dengan kebijakan sistem kepartaian dalam penyelenggaraan ketatanegaraan pada masa yang
akan datang 7

PEMBAHASAN

Memperhatiken perkembangan perpolitikan dalam slstem ketatanegaraan Al dalam
dasawarta terakhir ini timbu! sebuah keinginan untuk melakukan perataan kemball sistem
ketatanegarzan dengan melzlui perubaban UUD 1945 Perlunya penataan ketatanegaraan
melalui amandemen UUD 1245 kelima yang dapat disimpulkan dari berbagai kajian dan farum
dizhkusi.

Ketidaksempurnaan UUD 1945 hasil amandemen sebenamya sudah dizadar| oleh
Malelels Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal tersebut ditandal  dibentuknya Komisl Konstitusi
vang dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Mo 1/2002 dan Keputusan MPR No 4/2003 dengan
tugas melakukan pengkajian secara komprehenst tentang perubahan UUD NERI Tahun 1945
aleh MPR, dimana hasil kajiannya menyebutkan bahwa terdapat 31 (tigapuluh satu) butir
kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan UUD 1945 pasca-amendemen. Beberapa
kelemahan antara lain antara lain pertarma, UUD 1345 hasil amandemen masih  adanys
kekaburan dan inkonskstensl teari dan materl muatan UUD 1945 Kedua, kekacauan struktur
dan sistemnatisasi pasal-pasal UUD 1945, Ketlga, ketidaklengkapan konstitusl dan pasal-pasal
yang multi-interpretatif, yang menimbulkan instabilitas hukum dan politis,

Sejumlah kalangan masyarakat menilai hazil Perubahan UUD 1945 oleh MPR jauh dari
memuaskan. Perubahan konstitusi yang seharusnya dilakukan oieh lembags independen
semacam Komisl Konstitugl, — belajar darl pengaiaman negara-negara lain yang sukses
melakukan reformasi konstitusl (Thalland, Fillpina, Afrika Selatan diL} = tetzpl dalam konteks
Indonesia, perubahan justru difakukan oleh lembaga yang seharusnya menjadi obyek dari
perubahan, Karena itu menurut Bambang Widjojanto, sejak awal sudah dapat diduga, arah dan
sybstansi perubahon tidak akan mendasar guna mengabdi secara utuh pada kedaulatan rakyat
serfa membangun sistem kekuasaan yang demaokratis dengan cara. membenshi carut-
marutnya sistem kekuasaan.”

Pertaryaan vang dapat diketengahkan Berksitan dengan tema tulisan Ini adalah
gpakah LUD 1845 hasll amandemen dengan berbagal kelemahan tersebut telah dapat

Bambang Widiojantg, 1002, Kownisi Kooseitwsd, frstrueten uniuk Mengomes) Kesis Konsniousionel,
galam Bambang Widjzjants ebal, [Editor), Konseitusl Sary Ml Nomin Konshifugd ingependesy,
Jakerta:Pustaka Sinar Harapan, him, 198
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menderong lahirnya atau berjalannya sistem pemerintahan presidensial di Indonesta 7 karens
tebagaimana telah dikemukan di atas, bahwa kesepakstan yang mengawzl perubshan LUD
1545 salsh satunya adalah memperiega: sistem pemenntahan presidensial

Berdasarkan UUD 1845 hasil amandemen memang tidak ada sotu pasalpun vang
menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dlanut adalah sistem  pemerintahan
presidensial, namun demikian [lka dilihat dar] beberapa ketentuan pasal dapst disimpulkan
bahwa Indonetla adalah menganut zistem pemerintahan prsidensiil. Beberapa cirl darl siabem
pemerintahan presidensill dapat dijumpai dzlam UUD 1845 hasil amandemen antara laln
8 Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara;

b, Presiden diangkat melalui pemilu yarg dipilih langsung oleh rakyat;

t, Jabatan presiden adalah 5 tahun dan hanya dapat diberhentikan pada maza jabatannys
karena melanggar hokum;

4. Presiden mempunyai hak kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-
mEnterinys ;

e Kabinet  dibenpiuk ocleh presiden dan bertanggung jawsb kepada presiden dan tidak
bertanggung jaweb kepada paremen;

f.  Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena la tidak diplilh cleh parlemen;

g Kekuasaan ekiekutif tidak bertangpung jawab oleh kekuzsaan legisiatif;

h.  Kekuazaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan aleh legislatif dan sebaliknya

Sebagaimana diketahui bahwa memasuki masa refarmas: vang ditandal dengan efaria
demokrasi felah menuntun bangsa Inl memasukl kehidupan baru dafam berdemaokrasi.
Demokrasi seolah merupakan terminologl yang wajib ada dalam setiap gerak dan denyut
kefidupan bermasyarakat dalam segala urusan, demokrasi seolah menjadi "obat mujarah™
yang dapat menyembuhkan secara cepat ketertinggalan dan keterpurukan segala aspek
kehidupan masyiarskat.

Eforia demckrasi juga ditandai dengan tumbuh suburnya partal politik sebagai salah
zatu media/wahana bagi rekyat untuk ikut berpartisipes) dalam penyelenggaraan kehidopan
ketatanegaraan, Kehidupan kepartalan pada masa reformasi sangat kontras dengan masa arde
baru. Pada masa orde baru harya ada 3 (tiga) kekuatan politik, yakni 2 (dus) partal politik vakel
Fartal Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Demokrazi indonesia [PDI), dan Golongan
Karya (Golkar), dalam UL kepartaian, Golkar tidak dissbutkan sebagal partal politik sekalipun
aktifitas: kegiatannya juga sama dengan partal palitlk, yaknl memperoleh kekuasaan dan
memperighankan kekuasaan, hal tersebut dapat dilihat dalam UY No, 3 Tahun 1973 tentang
Partai Palitik dan Golongan Karva yang teish beberapa kali dilakukan perubahan, Kondisi
tersebut berbeda dengan masa reformazi, pada pemilu {pemilu) tahun 1999 vang dikuti oleh

1
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48 (empat puluh delapan) partal politik, pemilu tahun 2004 dilkuti oleh 24 (dua’ puluh empat)
partai politik, pamilu 2009 ditkutl olzh 44 (empat puluh empat) partal politik, pemilu tahun
2014 dilkuti oleb 12 {dua belas) partai politik dan 3 (tigz) partai lokal Aceh,

Banyaknya partai politik dalam sebuah negara dalam perspektd demokrasi tenitu tidak
ada yang salzh, yang menjadi persoalan apakah hal tersebut sejalan dan efektk untuk

mewujudkan sistem pemerintahan presidensial ?

Mamun demikian banyaknya partai politik dalam sistemn ketatanegaraan Rl pesca
reformasi mengakibatkan penyelenggarasn pemilihan umum (pemitu] tidak pernat  mampu
menghasllkan pemienang mayoritas atau deminan dalam parlemen atzu Dewan Perwakilan
Rakyat, Pemilu tzhun 1583 yang dliikutl aleh 48 {smpat puluh delapan| partat politk,
pemenang pemilu yakni PDI-P hanya meralh 35689073 suara atau 33,74 persen dengan
perclehan 153 kursl, Golkar mempercleh 23.741.758 suara atsu 2144 persen sehingga
mendapatkan 120 kursl atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1937, PKB dengan
13 335 982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11,329,905 suara atau
10,71 persen, mendapatkan 58 kursl atau kehllangan 31 kursi dibanding Pemilu 1597, PAN
merah 7.528.956 suarz atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Dl luar lima besar, partal
tama yang masih tkut, yakni POl merosot 1ajam dan hanya merath 2 kursi dari pembaglan kursl
zisa, atau kehilangan 9@ kursi dibanding Pemilu 1%97. Sementara pada pemllinan umum
angzota legislatf Tahum 2004 Partai Golongan Kasya sebagal pemenang pemilu hanya
memperoleh 24.480.757 suara atau setara dengan 21,58%. Kemudian hasil pemilu Tahun 2014
yang dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan memperoleh suara sebanyak 21.703.137 atau
setara dengan 20,85 %, dan pada pemilu tahun 2014 PDIP sebagai pemenang pemilu juga tidak
memperoleh suara dominan karena hanya memperoleh suara 23,681,471 suara atau 18,55 .t

sebagaimana diketahul bahwa dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden
adalah diplih secara langsung, dan berdasarkan ketentuan UUD 1345 hasil amandemen
mekanisme pemilinan presiden dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berlkut o
a. Prasiden dan Wakil Presiden dipilih delam =atu pasangan secara ngsung oleh rakyat;

b, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partal politlk peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

. Fasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara febih dan fima puluh
persen dari jurrilah suara datam pemilihan umum dengan sedikltnya dua puluh persensuara
di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumiah prowvinzsi di Indanetla, dilantik

menjadi Presiden dan Wakil Pres:den;

hitpsfwvna ko good/indes phpfpages/datail 2008/ 1 1/Pemitu-1908
T Lihat Pasal GA UUD 1945 hasil amandemaen. Hal vang sama |uga fepal dulihat der k2isntusn Pasal 8
L Ne: 41 Tahur 2008 tentang Pemifibar WUmum Pretiden dan Wakil Prescen
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d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Preslden dan Wakil Presiden terpiiih, dua pasangan
talen yang memperaleh suars terbanyak pertama dan kedua dalam pemiliian umum dipliih
oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang mempsroleh suara rekyat terbanyvak
dilantik sebagal Presiden dan Wakil Prasiden:

. Tata cara peizksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Preslden lebih lzniut diatur dalam

undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa satu-satunya platu
vang harus difalul untuk menjadi presiden dan/ataw wakil presiden hanya malzlui partal potitlk,
artinya peran pantal poltik untuk menentukan seseorang menadi calon presiden dan/atau
wakil presiden sangat menentukan. Tanpa rekomendas| darl partai politik atau gabungan
partai politik, maka saseorang tidak skan pernzh dapat mengikuti pemilihan umum oresiden
dan wakll presiden sebagai kandidat.

Memperhatikan pengslaman kepemiluan yang pernah terjadi sepanjang masa
reformasi di mana partal pemenang pemilu legislatif hanya memperoleh jumlah kursi sekitar
20 % sampal dengan Z1 %. Memang berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008
dinyatakan babiwa : Pasangan Calon dlusulkan oleh Partzl Poliik atau Gabungan Partal Politik
peserta pemify yang memenuhl persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% [dua puluh
persen) darl jumlah kursi PR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dasl suara sah
nasional dalam Pemily anggota DFR, sebelum pelaksansan Pemile Presiden dan wWakil
Presiden.

Praktek yang terjad] pada pemily leglslatif tahun 2004, 2009 dan 2014 partai politik
pemenang pemilu legistatif tidak dapat mencalonkan sendiri kadernya tanpa mengadakan
koalisi dengan partai politik lalnnya. Kepentingan untuk mengadakan koallsi dalam pencalonan
presiden dan wakil presiden sangat mudah ditebak maksud dan tujuznnya, yaknl agar presiden
disn wakil presiden terpliih memperaleh dukungan darl parlemen dalam hal ini DER, karena
sebagaimana diketahul bahwa DPR di samping memiliki fungsi legistasi dan budgenting, juga
memiliki fungsi kontroling yang dapat ditindaklanjuti dengan penggunaan hak angket, hak
Interpelasl, dan hak menystakan pendapat yang dalam implementasinya dapat “mengancam”
efeklivitas sistem pemerintahan presidensiil

Sebagal llustrasi, data menunjukan bahwa pada pemilu presiden dan wakil presiden
tahun 2004 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhovono (5BY) dan Jusuf
Kzlla, partal demokrat berkoalisi dengan Parisl Bulan Bintzng, dan Partai Keadiizn dan
Persatuan Indonesta. Kemudian pada pemily presiden dan wakil residen tahun 2009
patongan pemenang pemily yaknl SBY dan Boediono dicalonkan oleh gabungan pelitk vang
meliputi Partai Demokrat (PD), PKB, PAN, dan PKS. SBY dasl PO, serta partai-partal kel
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lainnya., bahkan dalam rangka untuk mempercleh dukumgan dari DPA, 58Y dalam 2 {dua)
pariode jabatannya membentuk sekretanist bersama partal palitik pendukung pemenntzh. Hal
vang sama juga teradi pada pamilu presiden dan wakll presiden tahun 2014, demikian Joko
Widodo dan Jusuf Kalla (JE) sebagal pemenang memeriukan kealisi dengan partai lainmya yakni
FOIP, Masdem, FKB, dan Hanura dengan jumiah kurdl DPR 207 sementara partal pengngusung
Prabowo dan Hatta melflputi Gerindra, FAN, PES, PPP, PBE, dan Golkar dengan jumiah total
kursi di DPR sebanyak 292 kursl,

Pasangan Jokowl-lE sebagai pemenang pada pemliu 2014 termvatz pada awal
pemerintahannya tergadi disharmonises hubungan antars presiden dengan DPR sebagal
akibat keanggotaan DPR mayorites adalah berasal darl partal pengusung Prabowe-Hatta vang
masih “kecewa"” akibat kekalahannya dalam pemilu presiden. Kondish tersebut dalam tataran
empiris sudah dapat diprediksi bahwa DPR yang “dikuasal® aleh partal koalisi merah putih
sohapal pengusung Prabowo-Hatta akan menjadi “batu sandungan” bagi Joke Widodo sebagal
presiden terpilih vang diusung oleh koalisi Indonesia hebet dalam menyelenggarakan
pemerintanan lima tahun ke depan

Fakta menunjukan babwa di awal-awal pemenniahannya, kebljakan yang dlambll oleh
Jokowl-JE tidzk mutus, cleh karena itu dalam perjalananya Jokowl-JX gengan berusaha sekuat
tenaga untuk memperoieh dukungan pariemen dengan melzukan pendekatan yang sangat
maslf terhadap beberapa partai vang tergebung dalam koalist merah putih untuk secara formal
mendukung pemerintahan Jokowl-JE dan masuk menjadl bagian pemerintahan dengan
“imbalan” jabatan menteri, hal tersebut ternyatz berhasll, yakni dengan masuknya Partal
Amanat Nasional {PAN) dan dukungan Partal Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-IK, dan
gkhirnya dengan “kelihaian” komunikasi polittk vang dilaksanakan oleh Jokowl dan partai
pengusungnya, koalisi Indonesia Hebat dan koaiisi merah putih tinggal sekedar nama.

Lalah satu cirl skstem pemerintahan presidenziil sebagaimana telah dikemukan di atas
bahwa menterl-menter| diangkat dan diberhentikan ofeh presiden, dalam hukum tatz negara
Indonesia hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945 hasil
amandemen yvang menentukan bakwa Preziden dibantu oleh menteri-mentert negara dan
fdenteri-meanten ifu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Mamun dalam prakteknya,
baik mass pemerintaban 5BY maupun lokowi keweanangan tersebut "tidak dapat dilaksanakan
sapanubnya” karena dalam penyusunan kabinet, presiden terpilin-balk 3BY maupun Jokowi
ternyata melaksanakan kewenangannya dengan “politic @man”, yakni terialu  banyak
mengakomodir suars-suara dari DPR yang merupakan representasl kekuatan partal poiitik, dan
itu yang mengakibatkan sistemn preésidenshl "serasa” parlementer,

Mempaerhatikan hal tersebut, jika presiden dan mayoritas legislatit memiliki latar
belakang idiologr yang besbeds, maks potensial sistem presulenshl rapuh karsna koalls di
lzgistatif menjadi semuw. Presiden harud menjaga keselmbangan kepentingan  koalisi yang
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mengusungnya, di titik itu, akan ada suasana mengabalkan konstitusl. Perzoalan tentu tidak
terletek pada sistem presidensiil itu sendiri, melzsinkan pada karzkteristlk partal politik,
plurzlitas konsisi-konsisi sosiels

Dzlam sistem pemerintahan presidensiil, presiden terpilih berdasarkan LU0 1945 Rasil
amandemen memilikl kewenangan besar untuk mengntukan pembante-pembantunya, namun
kerena sistem perpolitikan yang dianut meéngakibatkan tidek adanya partai dominan, maka
ketakutai presiden terpilih untuk menggunakan kewenangannya dalam menemukan menterd-
menterinya tidak dapat dilaksnakan sebagaimana mastinya

Memperhatikan hal tersebut, maka 2da pemikiran bahwa ke depan kesadaran akan
pilihan sistem pemerintahan presidensiil harus dilkuti dengan perbalkan sistem kepariaian
vang memungkinkan terbentuknya pemerintahan vang kual sebagal saiah zabu ciri sistem
pemerintahan presidensill, bahwa |jabatan presidan adalah pasti 5 tahun dan hanys dapat
diberhentikan di tengah masis jabatannya karena melakksn pelanggaran hukum, Dengan
demikian maka untuk menghindari “gonjang-ganjing-ganing” di awal-awal pemerintahan dari
presiden terpilih, maka pemikiran untuk menempuh kebijakan penyederhanaan sistem
kepartaian memilik urgensitas vang tinggi

PEMUTUP

Sistem banyak partal yang dianut pasca-amandemean UUD 1945 telah menimbulkan
beberapa akibat, Pertama kebutuhan dana dan pikiran bangsa Indonesia terkuras, khususnya
pada saat pemilihan umum dilaksanakan, baik pemilihan legizlatif mavpun pemilihan presiden
dan wakil presiden. Kedua, Tidak pernah terjadi dominasi partal politlk &l lembaga leglsiatif.
Ketiga, timbulnya disharmonisast hubungan antara Presiden atau pemernntah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai akibat anggota Dewan Penwakilan Rakyat dikuasi oleh partai politik
yang memilikl aspirasi berbeds dengan partal penpusung Presiden dan Wakil Prasiden,
Memperhatikan hal térsebut, maks sistem pemerintahan prsidensiil yvang diamanatkan clah
Undang Undang Dasar Tahun 1945 harus difkuti dengan kehbijakan penyederhanaan sistem
kepariaian.

*  Susento Polamols, "Presideasiliime DI Indoresia &ntara Amanan Konstitiosh dan Kuzea Pama®

dutngl Eonsbitesl Vol 13 Mo, 7 Tahun 201E; lakara:Mahkamab Konstitusi Repuotdik indonsasia, him
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